





1.1. Latar Belakang 
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 
khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber 
pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran 
termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak merupakan konstribusi wajib kepada 
negara yang terutang oleh wajib pajak dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung, pajak mempunyai sifat memaksa dan pemungutannya dilakukan 
berdasarkan undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan 
pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor 
kehidupan (Darmawan dan Sukartha, 2014). 
Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua yaitu, wajib pajak orang 
pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak sendiri merupakan bukti 
pengabdian dan peran serta untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan 
nasional. Mengenai pemungutan pajak yang menjadi fenomena penting sebagai fokus 
pemerintah yang harus dikelola dengan baik dan penuh kehati-hatian, pelaksanaan 
pemungutan pajak oleh pemerintah, tidak selalu mendapatkan pandangan yang positif 
dari perusahaan. Terkadang perusahaan berusaha membayar pajak serendah mungkin 
karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih yang diperoleh 




untuk menambah anggara pemerintah guna untuk membiyai pelaksanaan 
pembangunan pemerintah (Darmawan dan Sukartha 2014). 
Fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan sering tidak 
mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan 
pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, 
tentu akan berakibat terhadap pelaporn keungan pajaknya (Torni dan Maria 2011).  
Menurut Siahaan (2010) dalam Prakoso (2014), mengatakan untuk 
meminimalisir pembayaran pajak ada tiga langkah atau tahapan yang akan dilakukan 
perusahaan yaitu ,(1) Perusahaan akan berusaha menghindari pajak baik secara legal 
maupun illegal (2) Perusahaan juga akan berusaha mengurangi beban seminimal 
mugkin baik secara legal maupun illegal (3) Apabila kedua langkah tersebut 
sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut. 
Itulah strategi dilakukan dalam perencanaan pajak dengan tujuan untuk 
meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Kegiatan tersebut dapat 
memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi 
perusahaan dimata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau 
melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat 
tergolong ke dalam penggelapan pajak (tax evasion).  
Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal 
yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya 
tanpa melanggar peraturan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan 




Tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan melalui kebijakan pimpinan 
perusahaan itu sendiri dalam pengambilan keputusan. Keputusan dan kebijakan yang 
diambil tidak semata-mata menggunakan perasaan tetapi juga berdasarkan 
kemampuan dan pengetahuannya. Kemampuan dan pengetahuannya dapat dilihat dari 
berdasarkan pengalamannya. Tentunya keputusan dan kebijakan yang diambil harus 
selaras dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sedangkan 
penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat illegal, 
oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang sulit dan 
menarik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi, di sisi pihak yang lain 
penghindaran pajak tidak di inginkan (Budiman dan Setyono, 2012). 
Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di indonesia adalah PT RNI, secara 
badan usaha PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi 
permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya 
pemilik di Singapura memberi pinjaman kepada RNI di Indonesia. Jadi, pemiliknya 
tidak menanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti hutang, dimana ketika 
uang itu bungannya dibayarkan maka dianggap sebagai dividen oleh pemilik di 
Singapura. Modal tersebut dimasukkan ke dalam hutang untuk mengurangi pajak, 
perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Dalam laporan keuangan tahun 
2014, tercatat hutang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omset perusahaan hanya Rp, 
2, 178 miliar serta keruguian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 
miliar. Selain itu, PT RNI juga memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2013 




omset dibawah Rp 4,8 miliar per tahun. Terakhir, dua pemegang saham PT RNI 
berkewarganegaraan Indonesia tidak meaporkan SPT pajak secara benar sejak tahun 
2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga 
tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia. 
(http://ekonomi.kompas.com/)  
Kasus penghindaran pajak juga terjadi pada perusahaan makanan dan minuman, 
sebagai contoh beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan 
penyelidikan tentang kasus penghindaran pajak oleh PT Coca Cola Indonesia. PT 
CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak 
senilai Rp 49,24miliar. Sekarang kasus tersebut sedang dalam tahap banding di 
pengadilan pajak. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak 
sesuai ketentuan. Kasus tersebut terjadi pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 
2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan 
menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun tersebut. Beban biaya 
yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran 
pajaknya akan mengecil. Beban biaya tersebut antara lain untuk iklan dari rentang 
waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84milliar. Total penghasilan 
kena pajak CCI pada periode tersebut adalah Rp 603,48miliar. Sedangkan 
perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 milliar. Dengan selisih 
tersebut, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI 49,24 miliar. 
Bagi DJP, beban biaya tersebut sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik 




barang dan jasa antara beberapa devisi pada suatu kelompok usaha dengan harga 
yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. 
Penelitian yang dilakukan oleh Swingly, dan Sukartha (2015) tentang pengaruh 
karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage dan sales growth pada 
kegiatan penghindaran pajak (tax avoidance). Hasil dari penelitian mengatakan selain 
karakter individu eksekutif, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 
aktivitas tax avoidance, diantaranya adalah komite audit. Sejak direkomendasikannya 
Good Corporate Governance di BEI tahun 2000, komite audit telah menjadi elemen 
umum  dalam bentuk susunan corporate governance perusahaan publik. Dalam 
kesimpulan penelitiannya bahwa jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan 
tidak sesuai dengan peraturan yang terdapat di BEI yang mengharuskan minimal 
terdapat tiga orang, maka akan berakibat semakin meningkatnya tindakan manajemen 
dalam melakukan praktik minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. 
Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono dkk (2016) tentang pengaruh komite 
audit, kepemilikan institusional, Dewan Komisaris, ukuran perusahaan, leverage dan 
profitabilitas terhadap tindakan penghindaraan pajak (tax avoidance) mengatakan 
bahwa komite audit yang digunakan dalam penelitian ditemukan bahwa komite audit 
tidak mempengaruhi penghindaran pajak, akan tetapi variable kepemilikan 
institusional yang digunakan dihasilkan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
Faktor Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau, 
mendisiplinkan dan mempengaruhi keputusan manajemen. Hal ini juga dibuktikan 




untuk mendesak manajer untuk bertindak sesuai dengan tujuan investor dan tidak 
mementingkan diri sendiri.  
Faktor ukuran dewan komisaris, merupakan wakil pemegang saham dalam 
perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan komisaris ini juga mengawasi 
pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen (direksi). Semakin sedikit ukuran 
dewan komisaris yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin besar perusahaan 
memiminimalisasi pembayaran pajak dan perusahaan akan lebih luas melakukan 
tindakan penghindaran pajak (Tax Avoidance). 
Faktor lain yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak adalah 
profitabilitas. Profitabiltas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran 
dalam presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu 
menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima, angka profitabilitas dinyatakan 
antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapat per 
saham dan laba perjualan. Karena profitabilitas dapat menggambarkan kemampuan 
memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, modal sendiri maupun total 
aset. Profitabilitas juga salah satu sumber daya tarik untuk para investor menanamkan 
modalnya ke suatu perusahaan, dan semakin besar dana yang di investasikan ke 
perusahaan maka akan semakin besar Profit yang akan diterima. Oleh karena itu 
terkadang suatu perusahaan tidak rela jika membayar pajak yang sangat tinggi, 
akibatnya perusahaan akan meminimalisasikan biaya pajak yang harus dibayar. 
Faktor ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 




Richarson, 1997). Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula 
ukuran perusahaan, dan transaksi pun semakin komplek. Tetapi disisi lain tidak ada 
orang yang benar-benar rela membayar pajak, sehingga menimbulkan adanya praktik 
untuk mengurangi laba (Merslythalia, dan Lasman, 2016). 
Adanya perbedaan-perbedaan hasil dari penelitian terdahulu yang telah 
diuraikan diatas, maka tertarik untuk melakukan penelitian kembali dari penelitian 
yang dilakukan oleh Cahyono, dkk (2016), tentang pengaruh komite audit, 
kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan, leverage, dan 
profitabilitas terhadap tindakan penghindaraan pajak (tax avoidance) pada perusahaan 
perbankan yang listing bei periode tahun 2011-2013. Namun ada beberapa yang 
membedakan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya. 
Pertama, dalam penelitian ini ada penambahan variabel independent yaitu Sales 
Growth (Pertumbuhan Penjualan), dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Cahyono dkk (2016). Dengan adanya penambahan variabel Sales Growth 
(Pertumbuhan Penjualan) dianggap berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Tax 
Avoidance) karena, penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung 
dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus 
ditambah(Weston dan Brigham 1991).  Kedua, dalam penelitian ini rentang waktunya 
akan diperpanjang yaitu 4 tahun dari periode 2013-2016 dari penelitian yang 
dilakukan oleh Cahyono, dkk (2016), sehingga lebih lama pengamatannya dan lebih 




Dengan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran 
Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Dan Sales Growth Terhadap Tindakan 
Penghindaraan Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang 
Terdaftar Di  Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2016” 
 
1.2. Ruang Lingkup 
Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini dan sesuai dengan tujuan 
penelitian, maka peneliti membatasi ruang lingkup pokok bahasan dalam 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Meneliti tentang pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan 
komisaris, ukuran perusahan, leverage, profitabilitas dan sales growth 
terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) 
2. Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia  
1.3. Perumusan Masalah 
Peniliti merumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap tindakan penghindaraan 
pajak (tax avoidance)? 
2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap tindakan 




3. Apakah terdapat pengaruh dewan komisaris terhadap tindakan 
penghindaraan pajak (tax avoidance)? 
4. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan 
penghindaraan pajak (tax avoidance)? 
5. Apakah terdapat pengaruh leverage terhadap tindakan penghindaraan pajak 
(tax avoidance)? 
6. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap tindakan penghindaraan 
pajak (tax avoidance)? 
7. Apakah terdapat pengaruh sales growth terhadap tindakan penghindaraan 
pajak (tax avoidance)? 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian adalah sebagai berikut :  
1. Untuk menguji secara empiris pengaruh komite audit terhadap tindakan 
penghindaran pajak (tax avoidance). 
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap 
tindakan penghindaran pajak (tax avoidance). 
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh dewan komisaris terhadap 
tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) 
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap 




5. Untuk menguji secara empiris pengaruh leverage terhadap tindakan 
penghindaran pajak (tax avoidance). 
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap tindakan 
penghindaran pajak (tax avoidance). 
7. Untuk menguji secara empiris pengaruh sales growth terhadap tindakan 
penghindaran pajak (tax avoidance). 
 
1.5. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, 
diantaranya sebagai berikut : 
a. Bagi peneliti 
Penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa luasnya Pengaruh 
Komite Audit, Kepemilikan Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, 
Profitabilitas dan Sales Growth Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax 
Avoidance). 
b. Bagi pembaca 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca tentang 
Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, 
Profitabilitas dan Sales Growth Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax 
Avoidance). 




Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk 
penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama di bidang akuntansi 
yang berkaitan dengan penghindaran pajak (Tax Avoidance).  
d. Bagi pemerintah 
Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 
membuat kebijakan dan regulasi mengenai tindakan penghindaran pajak 
mengingat masih tingginya kegiatan penghindaran pajak di indonesia. 
e. Bagi investor 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi dan 
sebagai bahan pertimbangan mengenai tax avoidance (penghindaran pajak) 
sehingga para investor dan calon investor dapat mengambil keputusan yang 
tepat dalam melakukan investasi. 
f. Bagi penelitian selanjutnya 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca 
maupun sebagai salah satu bahan refrensi atau bahan pertimbangan dalam 
penelitian selanjutnya. 
 
